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Mengingat

KEPALA DESA BANA

KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN BONE

PERATURAN DESA BANA
NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANA

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

01

02

KEPALA DESA BANA

Bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai
wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan
secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran masyarakat desa;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip
kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, dan Kkemandirian sehingga
menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil,
makmur dan sejahtera;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun Anggaran 2020.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 35587), Sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 23 Tahun - 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

S5495);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomeor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tehun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yvang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838),

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1012);
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Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1261);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan
Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1455},

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2015
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2015
tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Bone Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun
2019 Nomor 9);

Peraturan Bupati Bone Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah
Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun
2017 Nomor 10);

Peraturan Bupati Bone Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Bone Nomor 7);

Peraturan Bupati Bone Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Perjalanan Dinas Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Tidak Tetap Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone
(Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 10);
Peraturan Bupati Bone Nomor 11 Tahun 2018-tentang
Penetapan Nama Desa dan Kelurahan di Kabupaten Bone
(Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);

Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul
Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 95);

Peraturan Bupati Bone Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 2);

Peraturan Bupati Bone Nomor 57 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Bone Nomor 55);

Peraturan Bupati Bone Nomor 59 Tghun 2019 Pedoman

- Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Tahun Anggaran 2020. (Berita Daerah Kabupaten Bone
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* Nomor 60);
28 Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata

Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap
Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten
Bone Nomor 61);

29 Peraturan Bupati Bone Nomor 61 Tahun 2019 Tentang

% Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana
Desa, Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Setiap Desa
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bone
Nomor 62),

30 Peraturan Bupati Bone Nomor 62 Tahun 2019 Tentang
Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
Serta Penerimaan Lain Yang Sah  Dalam Anggaran
Pedapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten
Bone Nomor 63);

31 Peraturan Desa Bana Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bana
Tahun 2016, (Berita Desa Bana Tahun 2016 Nomor 06);

32 Peraturan Desa Bana Nomor 07 Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul |
Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Desa Bana
Tahun 2018 Nomor 07);

33 Peraturan Desa Bana Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Bana Tahun 2019 ; (Berita

Desa Bana Tahun 2019 Nomor 06);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANA
Dan
KEPALA DESA BANA

MEMUTUSKAN
Menetapkan RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANA TAHUN ANGGARAN
2020
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bana Tahun Anggaran 2020 adalah
sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp 2.072.734.156,00

2. Belanja Desa Rp 2.143.574.600,00
Surpuls/Defisit Rp - 70.840.444,00

3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp 110.157.644,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 38.717.200,00
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp 71.440.444,00
Sisa Lebih/{Kurang) - Rp 0,00
Perhitungan Anggaran

%_
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Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. APB Desa;
b. Daftar Penyertaan Modal;
¢. Daftar Dana Cadangan;
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan: APB

Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat ‘melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan
benc:ana: keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan
APBDesa. —

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haru.r; mcmenuh.l kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan
tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa; E

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran ‘dalam_ rangka
pemulihan = yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau
permasalahan sosisal; dan

e. berskala lokal desa.

berjalan

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan perge
belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahur} S
SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

ebelumnya dan menyebabkan
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Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan
perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan
memberitahukannya kepada BPD. -

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini
dalam Lembaran Desa BANA.

Ditetapkan di : Paku
Pada tanggal : ¥ Januari 2020

Kepala Desa ana,

ISHAK

D sl chersgpann CaimSe ander
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BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BANA KEC. BONTOCANI
KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANA
KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN BONE
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG +
PERSETUJUAN PENETAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Menimbang :a. bahwa sesuai Kepala Desa perlu menetapkan rancangan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa);

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf
a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa;

¢. bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa
Dan Perangkat Desa Bana pada tanggal Januari 2020 .
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu menetapkan Keputusan
Badan Permusyawaratan Desa Bana tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa
Bana tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Desa Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Desa.

Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);
02 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587), Sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, TambahanlLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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03 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
54995);

04 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 35539), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

05 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 35558), sebagaimana -+telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa {(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838]);

13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1012);
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Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1261);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan
Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1455);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2015
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2015

tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Bone Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan*Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun
2019 Nomor 9);

Peraturan Bupati Bone Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah
Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan

Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun
2017 Nomor 10);

Peraturan Bupati Bone Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Bone Nomor 7);

Peraturan Bupati Bone Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Perjalanan Dinas Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Tidak Tetap Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone
(Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 10);
Peraturan Bupati Bone Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Penetapan Nama Desa dan Kelurahan di Kabupaten Bone
(Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);

Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul
Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 95);

Peraturan Bupati Bone Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 2);

Peraturan Bupati Bone Nomor 57 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Bone Nomor 55);

D sl chersgpann CaimSe ander
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27 Peraturan Bupati Bone Nomor 59 Tahun 2019 Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2020. (Berita Daerah Kabupaten Bone
Nomor 60),

28 Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap
Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten
Bone Nomor 61);

29 Peraturan Bupati Bone Nomor 61 Tahun 2019 Tentang
Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana
Desa, Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Setiap Desa
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bone
Nomor 62);

30 Peraturan Bupati Bone Nomor 62 Tahun 2019 Tentang
Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
Serta Penerimaan Lain Yang Sah Dalam Anggaran
Pedapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten
Bone Nomor 63);

31 Peraturan Desa Bana Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bana

: Tahun 2016; (Berita Desa Bana Tahun 2016 Nomor L f b

32 Peraturan Desa Bana Nomor 07 Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul
Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Desa Bana
Tahun 2018 Nomor 07);

33 Peraturan Desa Bana Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Bana Tahun 2020 ; (Berita
Desa Bana Tahun 2020 Nomor 06);

Menetapkan
KESATU . Menyetui Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Bana Menjadi Peraturan Desa.
KEDUA . Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bana Tahun
Anggaran 2020 sebagai berikut :
1. Pendapatan Desa Rp 2.072,734.156,00
2. Belanja Desa Rp 2.144.174.600,00
Surpuls/Defisit Rp - 71.440.444,00
3. Pembiayaan .
a. Penerimaan Pembiayaan Rp 110.157.644,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 38.717.200,00
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp 71.440.444,00
Sisa Lebih/(Kurang) Rp 0,00

Perhitungan Anggaran
S G MR MR AR Jh e
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KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
semua biaya yang ditimbulkan sejak ditetapkan keputusan ini
dibebabnkan pada Anggaran Pendapatandan Belanja Desa Bana
dan dipertanggunjawabkan sesuai ketentuan peraturan

Perundang-undangan.

Dlteta):lea.n—elk,Bana
tah* - ﬁMuan 2020

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Do e e CamScanna



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BANA KEC. BONTOCANI

RISALAH RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BANA KECAMATAN BONTOCANI
KABUPATEN BONE
NOMOR 2 TAHUN 2020

Pada Hari ini Jumat Tanggal Tujuh Belas bulan Januari Tahun Dua
ribu Dua Puluh, Bertempat diaula Kantor Pemerintahan Desa Bana
diselenggarankan Rapat Permusyawaratan Desa Bana Bersama Pemerintah
Desa Bana yang dihadiri oleh Kepala Desa Bana beserta perangkat Desa
pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Bana beserta Anggota (secara
lengkap daftar hadir terlampir)

Rapat ini telah membahas penyempurnaan Rencana Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019
berdasarkan Hasil Evaluasi P".Camat, Badan Permusyawatatan Desa Bana
menyetujui Rencana Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Bana Tahun Anggaran 2020 yang diajukan oleh pemerintah
Desa Bana dengan rincian :

1. Pendapatan Desa Rp 2.072.734.156,00

2. Belanja Desa Rp 2.144.174.600,00
Surpuls/Defisit Rp - 71.440.444,00

3. Pembiayaan
c. Penerimaan Pembiayaan Rp 110.157.644,00
d. Pengeluaran Pembiayaan Rp 38.717.200,00
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp 71.440.444,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Rp 0,00
Anggaran

Demikian Risalah Rapat ini dibuat, selanjutnya disusun Keputusan
dengan Persetujuan bersama pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Bana
dan Kepala Desa Bana tentang Rancangan Peraturan Desa serta Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Bana Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya
ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BANA
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KECAMATAN BONTOCANI
KABUPATEN BONE

" KEPUTUSAN CAMAT BONTOCANI
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA BANA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT BONTOCANI,

Menimbang: a.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 37
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

" tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka Rancangan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan
kepentingan umum, Peraturan Perundang-Undangan yang
lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat
Bontocani tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
Bana tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaTahun
Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (
Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822 );

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
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10.

11

12,

13.

14.

15.

16.

17,

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016

tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
‘Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019

tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2020(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1012);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2015/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2015
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 2); ‘
Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2015
tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone
Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun
2019 Nomor 9); h

Peraturan Bupati Bone Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah
Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan

Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun
2017 Nomor 10);
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18. Peraturan Bupati Bone Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Perjalanan Dinas Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Tidak Tetap Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone
(Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 10);

19. Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 95);

20. Peraturan Bupati Bone Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 2j;

21. Peraturan Bupati Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran
Anggaran Pendapatan dan DBelanja Desa (Berita Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3);

22. Peraturan Bupati Bone Nomor 57 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah

_ Kabupaten Bone Nomor 55);

23. Peraturan Bupati Bone Nomor 59 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 60);

24. Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap
Desa Di Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Bone Nomor 61);

- 25. Peraturan Bupati Bone Nomor 61 Tahun 2019 tentangTata
Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa
Setiap Desa Di Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 62);

26. Peraturan Bupati Bone Nomor 62 Tahun 2019 tentang
Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa,
Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta
Penerimaan Lain Yang Sah di Kabupaten Bone (Berita
Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Bana tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini;

KEDUA : Berdasarkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Bana
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2020 telah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

KETIGA : Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) supaya menetapkan Rancangan Peraturan Desa

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bana
Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Desa.
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KEEMPAT + : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya,
maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kahu
pada tanggal 26 Januari 2020

sKat :Penata Tk I

NIP+197505152006041022
Tembusan: keputusan ini disampaikan kepada yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Inspektur Daerah Kab. Bone di Watampone,
3. Kepala Dinas PMD Kab. Bone  di Watampone;
4. Kepala Desa Bana diBana

S. Ketua BPD Desa Bana di Bana

6.

Pertinggal.
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Keputuann Camal Donlocanti

Nomor 11 Tahun 2020

Tentang Hasll Fvaluasi Kancangan Peraturan Desa Bana tentang Anggaran
Pendaphtan dan Delanja Desa Tahun Anggaran 2020,

a, Kebljakan Umum

l ]

Perencanann program dan kegiatan yang tercantum dalam Rancangan
Peraturan Dena tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan
Kencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tnhun anggaran berkenaan.
Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten
Bone dan  keterpaduan kebijakan program dan kegiatan antara
pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

b, Pendapatan

Pada Rancangan Peraturan Desa Bana tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanjn Desa Tahun Anggaran 2020, estimasi pendapatan desa
sudah disusun secara rasional dan realistis sesuai dengan pendapatan

yang diterima oleh Desa sebesar Rp. 2.072.734.166,- yang bersumber
dari: ‘-

a. Pendapitan Asll Desa (PAD) Rp. 10.325.000,-
Penpalokanian anggaran belanja Desa digunakan untuk membiayai
Penyolonggarann Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan,
Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

b. Pendapatan Transfer terdiri dari:

(1) Dana Desa Rp. 1.612.498.000,-
(2) Aloknsi Dana Desa Rp. 417.972.800,-
(3) Bugi Hasil Pajak Daecrah Rp. 21.564.000,-
(4) Bagl Haail Retribusl Daerah Rp. 9.566.000,-
¢. Pendapatan Lain-lain Rp. 808.356,-

. Penganggaran pendapatan diharapkan agar mengoptimalkan pencapaian

target Pendapatan Asli Desa sesual dengan potensi sumber pendapatan
Dean dengan tetap mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan
yang berlaku.

0. Belanja

1,

2.

Pada Rancangan Peraturan Desa Bana tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 kegiatan belanja Desa telah
sesunl dengan kewenangan Desa yang telah diatur dengan Peraturan
Desa,

Belanja Desa yang ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Desa Bana

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bana Tahun Anggaran

2020 telah memenuhi ketentuan:

n, Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan
untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat
Desa, Tunjangan dan Operasional BPD.

b, Paling sedikit 70% dari jumnlah anggaran belanja Desa digunakan
untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan
Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan
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c. Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa serta tunjangan BPD telah sesuai dengan Peraturan
Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap
dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Bone
(Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 63).

d. Penggunaan Dana Desatelah diprioritaskan untuk membiayai
pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan masyarakat sesuai dengan status IDM Desa Bana
dengan berdasar pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012).

. Alokasi Belanja Desa dengan output yang akan dihasilkan yang

ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa logis, mengikuti standar harga dan telah
memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Harga perkiraan
sendiri (HPS).

. Pembiayaan

L

2.

Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar

Rp.110.157.644,-
Pengeluaran pembiayaan dari Penyertaan Modal Pemerintah Desa

sebesar Rp.38.717.200,-kepada BUMDes $!palearennyesesuai  dengan
besaran yang di tetapkan pada Peraturan Desa tentang Penyertaan

Modal Desa.

L
r,|. -.'-'..*.-' -

A,YUNAN HELMI,SE

e

\\/&C7;/Pangkat :Penata Tk.I
S===NIP :197505152006041022

=

L

o
§
/

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa



devd SIPYUs hﬂ&m.ﬁu\v &3\@@ E&u.w. Fov1y wawmjoq ....,

:sej[eda] uep 1sensiuiupy yadse uerepiuad uenduisay]

auog: gjoyuedngey
eso(] gdy ueSueouey ISEn[eAY JEqUIT

esa( 9dV m:ﬂnﬁ esa(] ueInjelod uedueouey ISeN[eAy Jequud] Jeulio)

Bsa(
adVv 8uejua) saplad uejexedaluad AN
(dg reuaduawl uep ueseyequad dd Bsa(] 44V 3uBjua)l sapiad
B udepusuLiaod ueylesepiag yeremesdsniy [1sey uesninday weSueouey neyedalusw yeR) adg yeedy | €1
ISEN[RAIIP }Njun Jeured speday (resninday (e83ue) Jeyr|) esag
awynlerp snrey esa(] gdv Suejus) | gdy Sueius) sapiad uejexjedaluad Va
§9pidd “Buresiaq pexedssip uep ueseyequiad (dd nyjeam yeda) ueynfenp eseg gdv duvijus)
B]9}9s UBY £ ‘UBinje uexreseplagd yeremessnpy [isey uesninday] sapiad ueSueousy uenleduad yexedy | z'1
) N dey3us] ersdas BSy(J LEP BWLIINP
(e[o} ISBN[BAS Uawnyop enwss yeyedy I'1
o sejeso] uep ensiwpy Yodsy | |
qepiL | BA
ueduelalay ISBJLIDA Je[Y esyLIod usuodwoy] /yadsy "ON
UBrensasay] _
T eueg: esa(g
[ed0juog: UBleWBIYY

3
1
i
3



SLIBJUaAU] Iejje 3ueludl dnqiag

o

rensas yeol esa eluejeg ueleiday Bnwiag

¢t

ueduepun-guepuniad ueinjerad uedusp ,

rensas ye[a} efuefag sod uejedwoauad yexedy | 1'e°2

sfuviog

€7

snseal
uBp [BUOISEI JOJSUBL], BURB(] LIBP JaqUINsJIaqg

dued eso uejedepuad sewns? yexedy

€T

(Ip ‘ueIn3unyg Suejua) saplad
festur) esaqvd Irex1a) saplad

BS9(] UBINjBIa{ Ure[ep Jnjeip ye[a} usep
[e33] eredas uexiedepip L3S ‘susIfeal uep
[euoiser esa(] I[SY uejedepuad LIBP JaqUInNSIaq
sued esa uejedepuad 1sewInsa Yeyedy

|

(XX

spsieal
uep reuorsel usjedepuad 1sewmnss yeedy

| A

ﬂ.nuﬁ_uﬂnrm

X

ueduepun
-duepuniad usinjeiad uedusp rensas

yerel ueyedepuad sod uejedwauad yesedy | Z°1'¢

ueBUIIaq unyel esaq 4NN

UBBUINI2q
unye} esa(diy ueyleseplaq unsnsip
sa(1gdy Sueiua) sapiad usdueouey yesyedy

& §

wnu

ese( gdy Jnnng uep uexeliqay] yadsy




usjednqey
ueyde}anp Suek eiey repue)g

(eSref] repue;g) syesdoos

uep uereyewsy jexqdun uejdunjiyrtadwow
Ue[a) Buauey sido] uey[iseyIp

uexe dued Jndino ueduap efuejeq 3oy

G ——

ddd e}es

BS3(] Jeqduridg usp esa(q vreday
uweduefuny uep deyig uedejouay
duejus) nedng uvinjelay

nedng uernjerad |
werep uexde)s)p Sued rensss ugreSFuerp

MA /LY JRuasur vLes ‘qdg vlodsuy
3njun reuoisesad uep ueduefun] ueressg

ddd ®ues

BS9(J eduriag uep vsa(] ereday
ueduelun) uep dejng uedejousy
duejual nedng ueinjeray

nedng uernjerad urerep ueydejayp
dueA rensas esa( yexSueiagd uep vsaq vreday
Jnjun reuoiserad uep uedueluny, ‘dejng

ddd reuoiserad() uep ﬁmﬂm?a e
‘BSa(g
yes{duelsq uep sopey weduefun], uep deyis ‘|

:njun

uespeundiadip 9,0¢ sedueq Sured esaq gdv
urejep usxdejanip dued esa(q elueeq yeyedy

(sreadnnw) vereS8ue unye; (nyes) [ Lep YyI1q9]
uenep ueA uejeiday /ureidord epe yeyedy

esa(] ueduBuImY|

Bsa(] uBduBUIMI) UBSUIP




S —

Ty SpPvy @ﬂm& P «JS.M windQ BvMny vowndoq -
:SejI[e3y] Uep Isedsiutupy yadse uereiuad uendursay

“BAUYNIN[as
ueyeunsdip yee) eAUuwIn[agqas unye;

vdIlS yeede ‘esaq gdV ¥ ISen[eAd Bped | L't
eAuwmagas
uereddue unyel vd4dns yedepadl ueeleiquuad

) ueewnouad sod eped ‘esa(] g4V 1Sen[eas eped | 9'¢i

BUEBSN UBBAB[IY BSI[EUB

[ISey uep [BpOW UBBLIAUd] BUESN UR}eAR[aY le[iu [ynuawail uep 8sa(]
guejud) esa(q ueinjerad UBIN)BI9d IN[E[eWw uesdelajip uep usduepun
uep se(JANY ueynjuaquiad -duepunJiad ueIinjelad UBZUSP rENSIS YB[I)

Suejua)l Bsa(] ueInjvIag ‘s Ng eped repow ueelaiuad ysedy | G
i SN NY eped repow ueelniuad ynjun

ueBiBIqUISJ UuBIEn[R8udd sod epe yexedy | p'p"

ueduepe) BS9(] UBINjeIdd ueduap usydeianp |
BUB(] 3UB)UI) BSI(] UBINJRI ye[@l ueduepe) eug(] ueynjuaquad yeedy | €'

us3uepe)) eue( weynjuaquad ynjun
ueeABIqUIad ueIen(aduad sod Bpe yexyedy

cv

ueduspun
-8uepunisg uernyslod UBIUIp rENSIS
ye[e) uveAeiquad sod ueiedwauad yeyedy

ueeivjquiad

e e e . . S —



_ UBymMIngs) rensos uiy, ysjo ueyduequiaip yedep ur isenfeaq jBuIOy : uejBlB)

Euw.w:m AS‘SI'THNW 'S
M&w:« SOS'S'VAVARIVIN '+
Eﬂaxcwm DNIASNH ‘€
g . Pd'SUNIQINN °Z
ISP S VVHVI 1NALEY T

aneqep ISen[eAq wyL

B89 p{reqadiq mun e
yeurs)) mimiesip ynjun e

:(rensas >xyepn Jued 12100) IsBNeAy [1SBH

0Z0¢ uenuep [z [e83ue) ueynye[ip Isen[eAq

Dhp i Sevegars CamScannar



s e mpnichey




LAMPIRAN

PERATURAN DESA BANA
> NOMOR 00 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES#

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BANA
TAHUN ANGGARAN 2020
KETERANGAN
d
4. PENDAPATAN
41. Pendapatan Asli Desa 10.325.000,00
42 Pendapatan Transfer 2.061.600.800,00
43, Pendapatan Laindain 808.356,00
I JUMLAH PENDAPATAN z.n_n.ru.m.nu_ﬁ
5. I BELANJA ]
5.1. Belanja Pegawai 330.312.000,00
52. { Belanja Barang dan Jasa . 479.704.400,00
5.3. Belanja Modal 1.334.158.200,00
B JUMLAH BELANJA ] 2.144.174.800,00
SURPLUS / (DEFIST) _ (71.440.444,00)
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 110.15?‘.544.00 _
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 110.157.644,00 {
6.2. Pengeh.ﬂ:mn Pembiayaan L Ef .?112&&,(!5“ {
622, Penyertaan Modal Desa 38.717.200,00
PEMBIAYAAN NETTC 71.440.444 00
B ‘ SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00 J

Paku, 17 January 2020
Kepala Desa Bana

ISHAK,S.Pd |

= F

KT 177012020 :1438 AV Helaman 1
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LAMPIRAN

: PERATURAN DESA BANA
NOMOR 00 TAHUN 2020
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES#

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BANA
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE
REKENING A""ﬁ”}*" SUMBER
p I
1
i 3 : 5

4. PENDAPATAN |

4.1. Pendapatan Asli Desa 10.325.000,00

4.2. Pendapatan Transfer 2.061.600.800,00

43 Pendapatan Lll'l-lan 808.356,00 |

JUMLAH PENDAPATAN 3 [ 2.072.734.166,00

5. BELANJA 3 .
1 . G PENYELENGGARAN PEM A 391.459.800,00
14, ;:“mmw Sittap, Tunjangan dan Operasional 378.579.800,00
1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 38.700.000,00 | ADD, PAD
1.1.01 | 5.1. Belanja Pegawai 38.700.000,00 |
1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 241.500.000,00 | ADD, PAD
11.02 | 51. Belanja Pegawai 241.500.000,00
1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 4.512.000,00 | PeH
1103 | 5.1. Belanja f’emi 4.512.000,00
1.1.04 :mﬁwedaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD 18.317.800,00 | ADD |
1104 | 52 Belanja Barang dan Jasa 18.317.800,00
1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD 45.600.000,00 | ADD
1105 | 51 Belanja Pegawali ‘ 45.600.000,00
1.1.08 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam 1.450.000,00 | ADD

, Listrik dif)
1108 | 52. Belanja Barang dan Jasa 1.450.000,00
1.1.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW I 28.500.000,00 | ApD
1107 | 55 Selonia Borena din Jis 28.500.000,00
= Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 1.500.000,00
12,01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 1.500.000,00 | pLL
1201 | 53 Belanja Modal 1.500.000,00
14, Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan 11.380.000,00
Pelaporan
1402 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R §.225.000,00 | PAD
eguler)

14.02 52 Belanja Barang dan Jasa 5.225.000,00
1.4.03 B Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dil) 3.075.000,00 | ADD i
1403 | 55 | Belanja Barang dan Jasa ' 3.075.000,00 [
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SUMBERDANA

4

3.080.000,00

3.080.000,00

1.508.162.800,00
104.343.000,00
79.800.000,00

79.800.000,00
15.543.000,00
15.543.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00

75.561.600,00
10.800.000,00

10.800.000,00
41.500.000,00

41.500.000,00
12.861.600,00

12.861.600,00
7.900.000,00
7.500.000,00
400.000,00
2.500.000,00

2.500.000,00

1.328.258.200,00 |

807.389.400,00
807.389.400,00
151.102.200,00

151.102.200,00
104.068.400,00

104.068.400,00
233.276.400,00

233.276.400,00
32.421.800,00

32.421.800,00

56.618.000.00
7.200.000,00

ADD

DDS

DDS, PAD

DDS

DDS

DDS, PBH

ADD, PBH

DDS

DDS

DDS

DDS

DDS

KODE i
REKENING RAMN
1 2 3 .
1.4.10 E;gl'lﬂnn & Soslalisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan &
1410 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2
21. Sub Bidang Pendidikan
| 21.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa
o (Honor, Pakaian di)
| 5401 | 52. |  Belania Barang dan Jasa
2.1.02 Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
24.02 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa
21.10 Dukungan Pendidikan bagl Siswa Miskin/Berprestasi
21.10 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa
22 Sub Bidang Kesehatan
2201 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K
B, dsb)
l 2201 | 52. Belanja Barang dan Jasa
22,02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)
2202 | 52. Belanja Barang dan Jasa
2203 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad |
| er Kesehatan dll)
12203 | 52, Belanja Barang dan Jasa
| 22.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan |
2204 | 52 Belanja Barang dan Jasa
2204 | 5.3. Belanja-Modal
2209 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana
| Posyandu/PofindesPKD **
2209 | 53. Belanja Modal
23. sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .
2310 p.mbnwnﬂuhmu?enmnkatanﬁnnmm Jalan
2310 | 5.3 Belanja Modal
- - Lingkungan
2311 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Ling
Permukiman (Dipilih)
2311 | 513 Belanja Modal I
2312 P Mnmwgghahmswmgmtmﬂﬂlnwaun Jalan Usaha Tani (Dipili
. em
h) |
2312 | 513 Belanja Modal o
- batan Milik
. mrﬂpeﬂwn Jem
23.13 Pambmmdﬂmhwm I
Dipilih)
23.13 Belanja Modal ——
23 5'3‘ | /Rehabilitas/Peningkatan prasarana Jalan Desa (Gorong
.14 Pembanguna
kan dil)
2314 | 53, Belanja Modal
; BIDANG E . perlindungan .
Ketertiban Umum dan
Masyarakat Halam
o e e AL L

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa



KODE

REKENING
9 2
3.1.01
3.4.01 | 5.2.
32
3.2.90
3290 | 5.2.
33.
3.3.01
3301 | 5.2.
34.
3.4.01
3401 1 52.
3.4.03
3403 | 52
34.03 | 53,
4
42,
4.2.02‘
4202 | 52
4205
4205 | 52
6.
0.1,
6.2.

; i ANGGARAN SUMBERDANA
= (Rp) |
4 5
Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa i i 7.200.000,00 | ADD
Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 27.600.000,00
Pembinaan Keagamaan 27.600.000,00 | ADD
Belanja Barang dan Jasa 27.600.000,00
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 9.566.000,00
;‘:})ﬂﬂ:ﬂ:“ Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec 9.566.000,00 | PBH
Belanja Barang dan Jasa 9.566.000,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat I 12.262.000,00
Pembinaan Lembaga Adat 7.200.000,00 { ADD
Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00
- Pembinaan PKK 5.052.000,00 | PBH
Belanja Barang dan Jasa 3.552.000,00
Belanja Modal l 1.500.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 187.934.000,00
Sub Bidang P'ertnnian dan Peternakan 187.934.000,00
Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang) 176.300.000,00 | pDS
Belanja Barang dan Jasa 176.300.000,00
Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertaniarn/Peter 11.634.000,00 | DDS
nakan
Belanja Barang dan Jasa 11.634.000,00
JUMLAH BELANJA 2.144.174.600,00
SURPLUS / (DEFISIT) i  (71.440.444,00)
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan 110.157.644,00
Pengeluaran Pembiayaan 38.717.200,00
PEW dbsitmaiose

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

D sl chersgpann CaimSe ander




L L s U T I T I S S e o S e p—— e - el — - e e
!’I!.li-lll-‘t""llilill
L] - L - . - —

!__I_l_..l.rllrllill_.!l.lrﬂ.f.l.l.l.lll.l.l....l.il.l‘!l.l-.l..lllliii-u‘ll.l.rlnll-lr.ilm!il..ll..-l..ll.ll.ltl.u-.-r1.il-!.ll.l|-j.lllllli

Dapd el Sergan CamSeannag



RINGKASAN APBDESA PER SUMBER DANA

. PEMERINTAH DESA BANA
TAHUN ANGGARAN 2020
Sumberdana: PAD Pendapatan Asli Desa
KODE REK ANGGARAN
= (Rp)
1 3
4. PENDAPATAN
41, Pendapatan Asli Desa 10.325.000,00
4.1.1. Hasll Usaha Desa 5.825.000,00
414. I Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 4.500.000,00
I__ © JUMLAH PENDAPATAN  10.326.000,00
5. BELANJA o o o
5.1. Belanja Pegawai 5.100.000,00
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 1.500.000,00
S.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 3,600.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.225.000,00
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan . 9.225.000,00
JUMLAH BELANJA ] 14.325.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) . (4.000.000,00)
6. PEMBIAYAAN
6.1, Penerimaan Pembiayaan 4.000.000,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 4.000.000,00
T PEMBIAYAAN NETTC ) 4.000.000,00
I SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00

Paku, 17 January 2020

Kepala Desa Bana

ISHAK,S.Pd |
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RINGKASAN APBDESA PER SUMBER DANA

_-___-——___

PEMERINTAH DESA BANA
TAHUN ANGGARAN 2020
ULl agises e L e
Sumberdana: ADD Alokasi Dana Desa
KODE REK " URAIAN KETERANGAN
1 2 B
4. PENDAPATAN 1l s
42 Pendapatan Transfer 417.972.800,00 .
423 Alokasi Dana Desa 417.972.800,00 l
JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawali 320.700.000,00
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa I 37.200.000,00
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 237.900.000,00 ‘
5.14, Tunjangan BPD | 45.600.000,00 -
5.2. Belanja Barang dan Jasa i 97.322.800,00
52.1. Belanja Barang Perlengkapan .- 6.856.600,00
922. Belanja Jasa Honorarium 77.300.000,00
5.23. Belanja Perjalanan Dinas I 9.350.000,00
525. ‘ Belanja Operaslonal Perkantoran 1.260.000,00
5.286. i Belanja Pemeliharaan 2.556.200,00
JUMLAH BELANJA LT 418.022.800,00
"_W—_l—_—_ (5299000
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 50.000,00
6.1.1, SILPA Tahun Sebelumnya 50.000,00

PEMBIAYAAN NETTC 50.000,00
—— — e ————— = o

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARANM

—______——_.-.-.

Paku, 17 January 2020
K Desa Bana

ISHAK,S.Pd |
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RINGKASAN APBDESA PER SUMBER DANA
’ PEMERINTAH DESA BANA
TAHUN ANGGARAN 2020
Sumberdana: DDS Dana Desa (APBN)
KODE REK © URAIAN Aﬂ?g:':ﬁ" KETERANGAN
1 D ~ ' 3 4
4 PENDAPATAN ’—
42 Pendapatan Transfer 1.612.498.000,00
42.1. Dana Desa 1.612.498.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.612.498.000,00
5. BELANJA - i -
5.2. Belanja Barang dan Jasa 348.438.600,00
°.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 36.660.600,00
522. Belanja Jasa Honorarium 117.400.000,00
2.2.6. Belanja Pemeliharaan 6.178.000,00
2021, Belanja Barang dan Jasa yang Uiser?hkan kepada M 1 188.200.000,00
6.3. Belanja Modal " 1.330.758.200,00
2.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat 2.500.000,00
535. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 1.067.168.400,00
| 5.36. Belanja Modal Jembatan 261.089.800,00
JUMLAH BELANJA 1.679.196.800,00
B EERFLusT[mf.isrn ] B ___ (66.698.800,00)
8. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 105.416.000,00
8.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 105.416.000,00
62. - Pengeluaran Pembiayaan 38.717.200,00
622, Penyertaan Modal Desa 38.717.200,00
PEMBIAYAAN NETTC

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAR

—
e —— T —
e ——

Paku, 17 January 2020
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RINGKASAN APBDESA PER SUMBER DANA
PEMERINTAH DESA BANA

TAHUN ANGGARAN 2020

m

Sumberdana: PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi

KETERANGAN

KODE REK " URAIAN ANGGARAN
— (Rp)
1 2 3
- PENDAPATAN S B
42. Pendapatan Transfer 31.130.000,00
422 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 31.130.000,00
JUMLAH PENDAPATAN ’ 31.130.000,00
5. BELAI-"IJA B -

5.1. Belanja Pegawai 4.512.000,00
2.1.3. ~ Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa l 4.512,000,00
52. Belanja Barang dan Jasa 24.718.000,00
521. Belanja Barang Perlengkapan 15.268.000,00
522 Belanja Jasa Honorarium _ 7.900.000,00
52.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada M 1.550.000,00
53. Belanja H::dll 1.900.000,00
.32 Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat 1.800.000,00
JUMLAH BELANJA _ 31.130.000,00

SURPLUS I{D_EFIBE} - - 0,00

— P . I ——

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAM 0,00

— —— —

Paku, 17 January 2020
Kepala,Desa Bana

ISHAK,S.Pd |
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RINGKASAN APBDESA PER SUMBER DANA
PEMERINTAH DESA BANA

TAHUN ANGGARAN 2020

Sumberdana: DLL Pendapatan Lain Lain

KODE REK "~ URAIAN A”?::?A" KETERANGAN
1 _ 2 3 4
Il PENDAPATAN o o
43, Pendapatan Lain-lain 808.356,00
438. Bunga Bank 808.356,00 | '
 JUMLAH PENDAPATAN ] © 808.366,00 |
5. BELANJA - '
5.3. Belanja Modal 1.500.000,00 |
532 Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alaf ' 1.500.000,00 |
. . s sl
JUMLAH BELANJA 1.500.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) __ B (691.644,00)
6. PEMBIAYAAN X I -
6.1. Penerimaan Pembiayaan 691.644,00 l
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 691.644,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00

|
|
I
I
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ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
. PEMERINTAH DESA BANA
TAHUN ANGGARAN 2020
______.___—.-——.———_—__'—'_"_-— ——
Sumberdana: PAD
ANGGARAN SUMBERDANA
KODE REK _ URAAN (Rp)
1 T 2 3 4
4. PENDAPATAN
4. Pendapatan Asli Desa 10.325.000,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 5.825.000,00
414, Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 4.500.000,00
JUMLAH PENDAPATAN N 10.325.000,00
5. BELANJA
1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 10,325.000,00 I
1.1. ' Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 5.100.000,00 |
Pemerintahan Desa
1.1.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 1.500.000,00 |  Sumber PAD
51. Belanja Pegawai 2 1.500.000,00 |
5.1.1. I PenghasRan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 1.500.000,00
5.1.12. Tunjangan Kepala Desa 1.500.000,00
1.1.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 3.600.000,00 Sumber PAD
I
5.1. Belanja Pegawai 3.600.000.00 |
512 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa I 3.600.000,00
5.1.22. Tunjangan Perangkat Desa 3.600.000,00
14, PWM Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 5.225.000,00 |
| dan Pelaporan |
14.02. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa 5.225.000,00 Sumber PAD
Non Reguler)
5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.225.000,00
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 5.225.000,00
5211. | - Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 725.000,00
5218, Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.500.000,00
2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 4.000.000,00
2.1. Sub Bidang Pendidikan 4.000.000,00
2102. |  pukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 4.000.000,00 |  Sumber PAD
52. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
5.21. Belanja Barang Periengkapan 4.000.000,00
52.1.99. l Belanja Barang Periengkapan Lainnya
| JUMLAH BELANJA ' 14.325.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) T
6. PEMBIAYAAN |
8.1. Penerimaan Pembiayaan

1710112020 8:20:21 AM Halaman |
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SUMBERDANA

SILPA Tahun Sebelumnya

PEMBIAYAAN NETTC 4.000.000,00 |

e — e
e — e ———————————————————————————————————————— R R
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ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BANA
TAHUN ANGGARAN 2020
i— =
Sumberdana: DDS
KODE REK URAIAN *“?::?*" SUMBERDANA
¥ B . _-1 T - BER i 4
4. PENDAPATAN
‘2. Pendapatan Transfer 1.612.498.000,00
421. Dana Desa 1.612.498.000,00
JUMLAH PENDAPATAR 1.612.498.000,00
5. BELANJA )
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1.491.262.800,00
24, - Sub Bidang Pendidikan 100.343.000,00
2.1.01 Penyelenggaran PAUD/TK/ITPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal 79.800.000,00 |  Sumber DDS
Milik Desa (Honor, Pakaian dlI)
52. Belanja Barang dan Jasa 79.800.000,00
522 Belanja .{.ln Honorarium 79.800.000,00
5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 79.800.000,00
2.1.02. Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 11.543.000,00 |  Sumber DDS
5.2. Belanja Barang dan Jasa 11.543.000,00
5.21. Belanja Barang Perlengkapan 2.365.000,00
52.1.1. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.265.000,00
52.16. Belanja Barang Konsums| (Makan/Minum) 1.000.000,00
52.18. E;:Ianju Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 100.000,00
522 Belanfa Jasa Honorarium 3.000.000,00 |
5224, Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultar/Narasumber 1.500.000,00
$2.299. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 1.500.000,00
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 6.178.000,00
5264 Belanja Pemetiharaan Bangunan 5.638.000,00
5.26.99. Belanja Pemeliharaan Lainnya 540.000,00
2.1.10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 9.000.000,00 | Sumber DDS
5.2, Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00
527. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 9.000.000,00
5274 Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin 9,000.000,00
22. Sub Bidang Kesehatan 62.661.600,00
2201. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa {obat, 10.800.000,00 |  Sumber DDS
Insentif, KB, dsb)
52 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00
5.22 Belanja Jasa Honorarium 10.500.000,00
§223. Belanja Jasa Honorarium/insentif Peiayanan Desa 10.800.000,00 |
2202, Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, 41.500.000,00 |  Sumber DDS
insentif)
" 1770172020 9: : Halaman 1
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KODE REK URAIAN
r 4 2
5.2. m;ﬂn Blm T
52.1. Belanja Barang Perlengkapan
52.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
522 ] Belanja Jasa Honorarium
522.3. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa
2.2.03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga
dan Kader Kesehatan dll)
5.2. Belanja Barang dan Jasa
521. Belanja Barang Perfengkapan
521.1. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
52.1.8. Belanja Barang Konsumsi (Makar/Minum)
5218, | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
522 Belanja Jasa Honorarium
5224. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
5.27. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya
2209, Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan
Sarana/Prasarana
5.3. Belanja Modal
$.3.2 Belanfa Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat
5.3.24. Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan
23. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.3.10. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
5.3. Belanja Modal
- 535, | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
| E.E.S.f. Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan
9352, Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja
2.353. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material
23.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan
Lingkungan
53. Belanja Modal
6.3.5, Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
6352 Belanja Model Jalan - Upah Tenaga Kerja
3353, Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material
5.3.6. Belanja Modal Jembatan
5.36.2. Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja
636.3. Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material
23.12. Pembangunan/RehabilitasiPeningkatan/Pengerasan Jalan Usaha
Tani (Dipilih)
5.3. Belanja Modal
6.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
R — — —

17/01/2020 B:18:09 AM

ANGGARAN
(Rp)

3
41.500.000,00
23.500.000,00
23.500.000,00

18.000.000,00
18.000.000,00

7.861.600,00

7.861.600,00

1.961.600,00

861.600,00

1.000.000,00
100.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

4.900.000,00 |

4.900.000,00
2.500.000,00

2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00

1.328.258.200,00
807.389.400,00

807.389.400,00
807.389.400,00

1.750.000,00
163.930.000,00
641.709.400,00
161.102.200,00

151.102.200,00

123.288.800,00
31.790.000,00

91.498.800,00

27.813.400,00
2.120.000,00

25.693.400,00
104.068.400,00 |

104.068.400,00

104.065.400,00

SUMBERDANA

4

Sumber DDS

Sumber DDS

Sumber DDS

Sumber DDS
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KODE REK URAIAN
1 % 2 |
5.3.52. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 54.450.000,00
5353. | Belanja Modal Jalan - Bahan BakwMaterial 49.618.400,00
2.3.13, Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik 233.278.400,00 |  Sumber DDS
Desa (Dipilih)
53, Belanja Modal 233.276.400,00
5.3.6. Belanja Modal Jembatan 233.276.400,00
5.3.6.2. Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja 56.580.000,00
. 5363 Belanja Modal Jembatan - Bahan BakwMaterial 176.696.400,00 |
| 2314, Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa 32.421.800,00 |  sumber DDS
| | (Gorong, selokan dlil)
5.3. Belanja Modal 32.421.800,00
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan J 32.421.800,00
5352 | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 1 4.960.000,00
535.3. Belanja Modal Jalan - Bahan BakuwMaterial 27.461.800,00
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 187.934.000,00
42, Sub Bidang Pertanian dan Petemakan | 187.934.000,00
4202 Peningkatan Produksi Peternakan (alat 176.300.000,00 |  Sumber DDS
produksi/pehgelolaan/kandang)
52. Belanja Barang dan Jasa 176.300.000,00
5.2.2. Belanfa Jasa Honorarium 2.000.000,00 |
52.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 2.000.000,00
527. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 174.300.000,00
52.7.1. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 174.300.000,00
4.2,05. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk 11.634.000,00 |  Sumber DDS
Pertanian/Petemakan
52 Belanja Barang dan Jasa 11.634.000,00
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 8.834.000,00
52.1.1. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 4.934.000,00
52.18. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.900.000,00
5.22 Belanja Jasa Honorarfum 2.800.000,00
5224, Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 1.800.000,00
52299 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 1.000.000,00
JUMLAH BELANJA 1.679.196.800,00
SURPLUS / (DEFISIT) (66.698.800,00)
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 105.416.000,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 105.416.000,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 38.717.200,00
622 Penyertaan Modal Desa 38.717.200,00
PEMBIAYAAN NETTC "~ 66.698.800,00

D sl chersgpann CaimSe ander
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SUMBERDANA
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Paku, 17 January 2020
Kepald Desa

ISHAK,S.Pd |
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: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BANA
TAHUN ANGGARAN 2020
r——— — —
KODE REK URAIAN *‘"?::?" SUMBERDANA
1 2 3 4
4. PENDAPATAN
42 Pendapatan Transfer 31.130.000,00
422. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 31.130.000,00
| | JUMLAHPENDAPATAN 31.130.000,00
8. BELANJA
1, BIDANG PENYE EM N 4.512.000,00 ‘
1.1. gmyel_enggamg“. Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 4.512.000,00
1.1.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 4.512.000,00 | Sumber PEH
5.1. Belanja Pegawai 4.512.000,00
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 4.512.000,00
| 51.3.1. Jaminan Kesehatan Kepala Desa 1.488.000,00
5.13.2 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 1.080.000,00 |
5133 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 162.000,00
5.134. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 1.782.000,00
& | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 12.000.000,00
22. Sub Bidang Kesehatan 12.000.000,00
2.2.03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga 5.000.000,00 Sumber PBH
dan Kader Kesehatan dii)
52, Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
5.21. I Belanja Barang Periengkapan 2.450.000,00
52.1.1. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 600.000,00
52.18. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.050.000,00
52.1.8. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 200.000,00
52.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 600.000,00
5.22 Belanja Jasa Honorarium 1.000.000,00
5224, Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahii/Profesi/Konsultan/Narasumber 1.000.000,00
§.27, Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 1.550.000,00
9271 Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 1.550.000,00
2.2.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 7.000.000,00 Sumber PBH
| 82 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00
s.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 600.000,00
52.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 300.000,00
52.18. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 300.000,00
| 5.2.2. l Belanja Jasa Honorarium |
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52.186.

52.1.99.
JA.
3.4.03.

5.2.
5.2.1.
5.2.1.1.

2.2.1.6.
52.1.8.

5.224,

5.3.
§.3.2
5324,

S

T

Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa

Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat
Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil
Desa tkt Kec/Kab/Kota

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang Perlengkapan
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)

Belanja Barang Perlengkapan Lainnya

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
Pembinaan PKK
Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bardng Perlengkapan
Belanja Alat Tufis Kantor dan Benda Pos

Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
Belanja Jasa Honorarium

Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber

Belanja Modal

Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat
Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan

JUMLAH BELANJA

SUMBERDANA

400.000,00 |

400.000,00

14.618.000,00

7.066.000,00 I

9.566.000,00
2.500.000,00

9.566.000,00
9.566.000,00

5.052.000,00

Sumber PBH

5.052.000,00

3.652.000,00

2.652.000,00 I

102.000,00

Sumber PBH

2.250.000,00

300.000,00

900.000,00
900.000,00
1.500.000,00

1.500.000,00
1.500.000,00

31.130.000,00

Kepgla Desa

ISHAK,S.Pd |

SURPLUS / (DEFISIT) 0,00

—
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN m
i TUENAN M | R

Paku, 17 January 2020
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I ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BANA
TAHUN ANGGARAN 2020
I___________——-——
gsumberdana: DLL
KODE REK URAIAN | A“?g:';‘m SUMBERDANA
1 2 o 3 4
4. PENDAPATAN
43. Pendapatan Lain-lain |
4.3.6. Bunga Bank 808.356,00
JUMLAH PENDAPATANMN 808.356,00 J
5. BELANJA
|
1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1.600.000,00
12, Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 1.500.000,00
1.2.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 1.500.000,00 Sumber DLL
5.3. Belanja Modal 1.500.000,00 |
5.3.2 Belanja Modal Pengadaan Peralatar, Mesin dan Alat Berat 1.500.000,00
5.3.24. Belanja I\:ludal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan 1.500.000,00
JUMLAH BELANJA 1.500.000,00
R T S e e e R | R S
SURPLUS / (DEFISIT) (691.644,00)
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 691.644,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 691.644,00
PEMBIAYAAN NETTC

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

Paku, 17 January 2020

Kepala Desa

ISHAK,S.Pd |



